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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majleis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, dengan Rehister Nomor
15/Pdt.G/2022/PA.Kmn yang telah didaftarkan pada tanggal 21 Maret 2022 di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana pada hari itu juga, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

:f_, putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

,uj; putusan.mahkamahagung.go.id
=

3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;
SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
dan tidak pula menghadirkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan/atau mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim
telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya
untuk tetap melanjutkan perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat dan/atau kuasanya yang tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatannya tersebut, Penggugat
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta
menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
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maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-
menerus, dan setiap kali bertengkar, Tergugat selalu melakukan kekerasan
terhadap Penggugat, yakni Tergugat memukul Penggugat, mengucapkan
kata-kata cerai serta ujaran yang bersifat mengancap permasalah tersebut
mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan Tergugat tidak
pernah lagi menafkahi kebutuhan Penggugat beserta anaknya sejak tahun
2021,

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi bukti tersebut menerangkan bahwa || GcNGNGEGEGEGEGEGEE
I b kti tersebut relevan dengan dallil

yang kemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka bukti P1
sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada
I o torsebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Y eduanya
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telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk

perkara;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga keterangan kedua saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, yang merupakan rangkaian fakta dalam
persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang

sebagai berikut:

~ Bahwa telah terjadi pernikahan [N RS
I - istivva tersebut meniscayakan hubungan

Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

— Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis
lagi, disebabkan karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

— Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat,
dengan mengucapkan kata-kata cerai dan ujaran yang mengncap
Penggugat;

— Bahwa Tergugat sering melalaikan kewajibannya untuk menfkahi
kebutuhan Penggugat serta anaknya sejak tahun 2021;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga
keduanya tidak lagi memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami
istri;

— Bahwa sejak pisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu
kembali, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan
kembali dalam satu rumah tanggabh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena
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sering diancam, dan sering ditindak kekerasan oleh Tergugat, kehidupan

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk
rukun kembali karena Tergugat sudah tidak lagi peduli terhadap Penggugat
bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,
yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk
merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia
dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam
rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak
dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga
diadakan;

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan bertujuan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak
lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu
perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 juntco Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-
tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki
cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
Menimbang bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3
tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Hal ini sesuai pula
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dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al Mar'ah bainal Figh wal

Qonun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang
menyatakan:

18 Ol el e U L) OIS ) palad g il Gl (Silega s it lite (m plaial 8 AY

Ol 0w O o s 1) 48D

Artinya: “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam

mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas

dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau

kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan
mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Selain itu kehendak Penggugat yang tetap berkehendak untuk bercerai

dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mengutip pendapat Syekh Majdi dalam

kitab Ghayatul Maram yang juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim,

yang menyatakan:

Al omtal alle Gl lgn 330 40530 48 ) pae B 1Y
Artinya: “Apabila ketidak senangan Isteri kepada suaminya sudah sangat
memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talag suami dengan

talak satu ba'in.”

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Kaimana adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1506 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 1509, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang
mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat
pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1506 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 1509, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra || EGcNNEEEEEEEE
|
|

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama
Kaimana pada hari Kamis tanggal 7 April Oktober 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 5 Ramadhon 1443 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.Hi, M.H,
sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H dan Lauhin Mahfudz, S.H,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan
didampingi oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H sebagai Panitera, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

MUHAMMAD NASIR, S.H.l, M.H.

Anggota | Anggota Il

MUHAMMAD SOPALATU, S.H. LAUHIN MAHFUDZ KAMIL, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Kmn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

NOVIA DWI KUSUMAWATI, S.H

Rincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp1.845.000,00
- PNBP :Rp 30.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
- Lain-lain :Rp 35.000,00
Jumlah : Rp2.010.000,00

(dua juta sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Kmn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



